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Skripsi ini membahas tentang kewenangan memutus sengketa perselisihan hasil pemilihan umum kepala
daerah, awalnya kewenangan tersebut diputus oleh MA yang diatur dalam UU No0.32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah. Putusan MK No0.072-073/PUU-11/2004 merupakan cikal bakal lahirnya UU No. 22
Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Kemudian melalui UU No.12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terjadi pengalihan kewenangan
memutus perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dari MA ke MK. Pada saat menjadi kewenangan
MK, MK telah memutus berbagai putusan terkait pelanggaran pemilihan umum kepala daerah yang
membatalkan hasil pemilihan umum kepala daerah jika terpenuhi unsur sistematis, terstruktur, dan masif.
pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Mandailing Natal melalui Putusan MK No. 41/PHPU.D-
V111/2010 terjadi pelanggaran money politic yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan masif.
Putusan No. 97/PUU-X1/2013 MK tidak lagi mempunyai kewenangan dalam memutus perselisihan hasil
pemilihan umum kepala daerah.

A thesisthis talk about the authority to decide a dispute dispute the results of the elections regional heads,
originaly authority was terminated by mawhich is regulated in the law N0.32/2004 about local
governments. The award MK No0.072-073/PUU-11/2004 will the establishment of law was the forerunner of
no. 22/2007 about implementer elections. Then through the act of No.12/2008 about both the changes of the
law on local government No.32/2004 about occurring transferee the authority to decide a dispute the results
of the elections of regional head of the MA to MK. Isthe authority MK, at the time of MK had terminated
various the award related offenses elections regiona heads who annul the results of the elections of regional
head if fulfilled element of the systematic, structured, and masif. Elections of regional head district
mandailing christmas through the award MK No. 41/PHPU.D.-V111/2010 is proven money politic done
sistimatically, structured, and masif. The award No. 97/PUU-X1/2013 MK no longer has the authority in
cutting off the dispute the results of the elections the head of the region.
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